REPUBLIK INDONESIA

No.973, 2015 KEMEN-LHK. Hasil Hutan. Bukan Kayu. Hutan
Negara. Penatausahaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.27/MenLHK-Setjen/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.91/MENHUT-11/2014 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.91/Menhut-1I/2014 telah ditetapkan
Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal
Dari Hutan Negara;
b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan
Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud
huruf a khususnya  yang terkait dengan
penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal
dari Perum Perhutani, perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.91/Menhut-11/2014 tentang Penatausahaan
Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan
Negara,;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum
Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 124);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5506);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-
I1/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-
I1/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) Atau
Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan
Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
[1/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-
I1/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan
Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-
I1/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan
Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada
Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 216);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-
[1/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 320);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-
[1/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan,
dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana
Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi
Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1187);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-
[1/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga
Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan
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Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menlhk-
[1/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 473);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-
[1/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan
Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498);

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.91/MENHUT-II/2014
TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.91/Menhut-1I/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu

Yang Berasal Dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1498), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Perum
Perhutani, diatur secara tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani,
kecuali prosedur pengesahan LP-HHBK dan prosedur pengangkutan
HHBK.

(2) Terhadap prosedur pengesahan LP-HHBK dan prosedur pengangkutan
HHBK sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap mengikuti Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-11/2014 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan
Negara.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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